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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Azas-azas Hukum Acra Pidana
Azas merupakan prinsip dasar yang menjadi tumpuan berfikir atau 
berpendapat.9 Pada hukum acara pidana terdapat beberapa asas yang
bertujuan untuk mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan 
martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain sebagai 
berikut : 
1. Azas Opportunitas
Seseorang tidak dapat dituntut oleh jaksa karena dengan alasan dan
pertimbangan demi kepentingan umum jadi dalam hal ini dideoponer
(dikesampingkan). Walaupun asas ini dianggap bertentangan dengan
asas legalitas namun dalam pasal 8 Undang-Udang No. 15 Tahun 1961
Tentang Kejaksaan Agung diberikan kewenangan kepada kejaksaan
Agung untuk mendeponer/menyampingkan suatu perkara berdasarkan
“Demi Kepentingan Umum”. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 77
KUHAP bahwa “Penghentian Penuntutan” tidak termasuk
penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi
wewenang Jaksa Agung.
9
 Sudarsono. 2007. Kamus Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 37. 
2. Azas Perlakuan Yang Sama Dimuka Hukum (Equality Before The 
Law) 
Maksud dari asas ini adalah setiap orang diperlakuakan sama dengan 
tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, 
kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum atau pengadilan 
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bendakan. Asas ini 
sama dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman.10  
3. Azas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocent) 
Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan 
di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 
No. 48 Tahun 2009). 
4. Azas Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan 
Dilakukan Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat Yang 
Berwenang 
Asas ini terdapat pada butir 3b Pengakapan diatur secara rinci dalam 
pasal 15 sampai dengan pasal 19 KUHAP. Dalam peradilan Militer 
diatur pada pasal 75 sampai dengan pasal 77 Undang-Undang No. 31 
Tahun 1997. Penahanan diatur pada pasal 20 sampai dengan 31 
KUHAP. Didalam KUHAP juga mengatur mengenai pembatasan 
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Hal 15. 
penahanan. Penggeledahan diatur pada pasal 32 sampai dengan 37 
KUHAP. Tentang penyitaan diatur dalam pasal 38 sampai pasal 46 
KUHAP. 
5. Azas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 
Asas ini apabila terjadi kekeliruan mengenai orang yang salah tangkap, 
salah tahan dan salah tunutut (error in persona) atau hukum yang di 
terapkannya berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (pasal 9 ayat 
(1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). 
6. Azas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 
Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan didalam KUHAP 
diantaranya pasal 50 yang berbunyi “Tersangka atau Terdakawa 
berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan ke 
penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan di pengadilan oleh 
penuntut umum, dan segera di adili oleh pengadilan”.  
7. Azas Tersangka/Terdakwa Segera Mendapatkan Bantuan Hukum 
Pasal  69 sampai dengan pasal 74 mengatur bantuan hukum yang mana 
tersangka/terdakawa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas 
bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara 
demokrasi dan beradab. 
  
8. Azas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya 
Terdakwa 
Artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memtus perkara pidana 
dengan hadirnya terdakwa. (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009). 
9. Azas Peradilan Terbuka Untuk Umum 
Pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi 
setiap orang di perbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di 
persidangan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. 
Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi 
manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin 
objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan 
yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.11  
10. Azas Accuisatoir 
Azas dimana tersangka/terdakwa ditempatkan sebagai subjek hukum 
yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Azas Accuisatoir 
menunjukkan bahwa tersangka/terdakwa yang diperiksa pada tingakat 
penyidikan ataupun persidangan bukan lagi sebagai objek 
pemeriksaan, melainkan sebagai subjek yang dimana melekat hak-hak 
dan kewajiban hukumnya. Tersangka atau terdakawa harus dihargai 
harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga di dalam 
pemeriksaan tidak di benarkan untuk melakukan tindakan-tindakan 
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yang tidak manusiawi, misalnya melakukan bentakan atau intimidasi. 
Ciri dari azas ini adalah: 
(1) Pemeriksaan pelaku dilakukan oleh pejabat yang tidak memihak 
ditunjuk untuk menyelidiki dan melaksanakan pengumpulan bukti-
bukti; 
(2) Pengumpulan bukti-bukti dihadiri oleh para pihak yang terlibat 
perkara; 
(3) Tersangka yang di periksa mempunyai hak untuk tidak menjawab 
pertanyaan pemeriksa; 
(4) Tersangka/Terdakwa dapat di damping penasehat hukumnya; 
(5) Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk dapat meneliti kembali 
berkas perkara; 
(6) Peradilan dilakukan secara terbuka, para pihak mempunyai hak 
yang sama mengajukan argument dan semua alat bukti yang di 
kumpulkan di uji kembali kebenarannya; 
(7) Hakim berkewajiban mengupas semua permasalahan yang relevan 
dengan surat dakwaan dan memperhatikan alat bukti yang lain; 
(8) Berlaku asa praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence). 
B. Proses Pemeriksaan Dalam Hukum Acara Pidana 
Didalam hukum acara pidana dikenal proses-proses bertujuan 
untuk mencari kebenaran materil seperti : 
  
1. Penyelidikan 
Didalam pasal 1 ayat (4) KUHAP menjelaskan bahwa 
“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dalam proses 
penyelidikan dibutuhkannya seorang penyelidik untuk melakukan 
proses penyelidikan. Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP jo Pasal 1 ayat 
(8) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah 
“Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh 
undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”, sedangkan 
menurut pasal 4 KUHAP, bahwa “penyelidik adalah setiap pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia”. 12 
Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab 
penyelidik menurut KUHAP hanya terhadap pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sedangkan penyidik di samping pejabat Polisi 
negara, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan 
penyidik pegawai nengeri sipil. 
Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, 
fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang 
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pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat. Fungsi Kepolisian 
tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur didalam 
pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. Pasal 5 
KUHAP menjelaskan bahwa penyelidik memeliki wewenang untuk 
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana, mencari keterangan dan bukti, menyuruh seseorang 
berhenti apabila dicurigai dan menanyakan seseorang dan memeriksan 
tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan 
penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 
penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, dan 
memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kepada 
penyidik (pasal 5 KUHAP).13   
2. Penyidikan 
Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat 
penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya 
sering kali harus menyinggung daerajat dan/ atau martabat individu 
yang berada di dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu 
semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakekat 
penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernikan persoalan, untuk 
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mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang 
tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.14 
Menurut pasal 1 ayat (1) KUHAP jo pasal 1 ayat (10) Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat 
polisi negara Reapublik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan”, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, 
bahwa penyidik adalah : 
(1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia; 
(2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang 
khusus oleh undang-undang. 
Jadi, penyidik selain polisi negara Republik Indonesia, juga 
pegawa negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 
sebagai penyidik. Proses penyidikan menurut pasal 1 ayat (1) KUHAP 
jo pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan 
penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya”. 
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Ada juga penyidik pembantu, menurut pasal 1 ayat (3) jo pasal 
10 ayat (1) KUHAP jo pasal pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa 
yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah “Pejabat Kepolisian 
negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu 
dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur di dalam undang-
undang ini”, sedangkan di dalam pasal 1ayat (12) Undang-Undang No. 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa 
penyidik pembantu adalah “Pejabat Kepolisian negara Republik 
Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang 
tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam 
undang-undang”. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) adapun 
pengertiannya antara lain : 
(1) Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik 
Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka 
pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang 
tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. 
(2) Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan 
kegiatan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan 
penyidikan yang sedang dilakukan dapat debenarkan secara 
material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. 
(3) Bantuan penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik 
Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka 
pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan 
personil dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka 
pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).15 
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena 
kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut: 
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana; 
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan; 
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 
8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
9) Mengadakan penghentian penyidikan; 
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10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab. 
Dalam membahas kewenangan penyidik diatas, maka perlu 
dibahas pula tentang wewenang kepolisian sebagai penyilidik dan 
penyidik menurut ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut : 
1. Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakn 
tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang 
proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang 
untuk: 
1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 
rangka penyidikan; 
4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 
7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
8) Mengadakan penghentian penyidikan; 
9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;  
10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 
yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan 
mendesak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana; 
11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 
12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab. 
13) Menurut pasal 16 ayat (2), bahwa “Tindakan lain sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan 
penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
14) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
15) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 
tersebut dilakukan; 
16) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya; 
17) Pertimbangan yang layak dalam keadaan memaksa; dan  
18) Menghormati Hak Asasi Manusia. 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga memiliki 
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini diatur pada 
pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri 
sipil karena kewajibannya adalah: 
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 
tindak pidana; 
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
7) Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
9) Mengadakan penghentian penyidikan; 
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab.  
Penyidik pembantu juga memiliki kewenangan sebagaimana 
diatur pada pasal 11 KUHAP, bahwa penyidik pembantu mempunya 
wewenang sebagai berikut : 
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 
tindak pidana; 
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
7) Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
9) Mengadakan penghentian penyidikan; 
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab.  
Penyidik juga dalam setiap tindakan penyidikannya di 
wajibkan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seperti: 
1) Pemeriksaan tersangka; 
2) Penangkapan; 
3) Penahanan; 
4) Penggeledahan; 
5) Pemeriksaan rumah; 
6) Penyitaan benda; 
7) Pemeriksaan surat; 
8) Pemeriksaan saksi; 
9) Pemeriksaan ditempat kejadian; 
10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada 
penetapan dan putusan) dan lain-lain. 
Berita-berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin 
dikarenakan akan dijadikan Berkas Perkara. Berkas tersebut akan 
diserahkan kepada penuntut umum (Kejaksaan). Apabila oleh penyidik 
dianggap tindakan penyidikan telah selesai maka penyidik 
menyerahkan berkas perkara (beserta barang bukti) dan tersangka 
kepada penuntut umum.16  
Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-
Undang sehingga dibutuhkannya aturan yang menjadi standar dalam 
melakukan proses penyidikan. Institusi Polri telah mengeluarkan 
aturan yang menjadi pedoman anggotanya dalam menjalankan 
profesinya berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip 
dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaran Tugas 
Kepolisian Negara Republik Indoneisa. Proses penyidikan menjadi 
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proses yang cukup penting dikarenakan tujuan dari proses ini untuk 
mencari alat bukti yang telah diatur bentuk-bentuknya pada pasal 184 
KUHAP, sehingga dapat di serahkan kepada Penuntut Umum agar 
dapat dilakukan penuntutan didalam persidangan di Pengadilan. 
3. Penuntutan 
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.17 
Kata jaksa berasal dari bahasa sangsekerta “Adhyaksa”, yang 
dalam perkembangannya sampai saat ini telah memiliki suatu doktrin 
yang dikenal dengan nama “Tri Krama Adhyaksa” yaitu Satya Adhi 
dan Wicaksana, Adapun pengertian Satya Adhi dan Wicaksana, 
sebagai berikut: 
(1) Satya, yaitu kesetiaan yang bersumber dari rasa kejujuran, baik, 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri dan keluarga 
maupun kepada sesame manusia. 
(2) Adhi, yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama 
pemilikan rasa tanggung jawab bertanggung jawab baik terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesame 
manusia. 
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(3) Wicaksana, yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku 
khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.18 
Pengertian jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagai 
mana dimaksud pada pasal 1 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut: 
a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang 
ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 
b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim. 
Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa dalam undang-
undang ini menjelaskan: 
a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 
b.  Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim. 
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Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan 
profesinya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Didalam Bab III bagian 
kesatu Pasal 30-34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa tugas dan 
wewenang nya sebagai berikut : 
Dibidang Pidana : 
a. Melakukan penuntutan; 
b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat; 
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang; 
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 
didalam pelaksaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
Adapun berdasarka pasal 14 KUHAP wewenang jaksa sebagai 
penuntut umum adalah sebagai berikut: 
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 
atau penyidik pembantu; 
b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) 
dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan 
penyidikan dari penyidik; 
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau 
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tehanan setelah 
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 
d. Membuat surat dakwaan; 
e. Melimpahkan perkara di pengadilan; 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan 
waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik 
kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang 
telah ditentukan; 
g. Melakukan penuntutan; 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
i. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab 
sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; 
j. Melaksanakan penetapan hakim. 
4. Pemeriksaan di persidangan 
Pengadilan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, 
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
sebagaimana diatur didalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman 
mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat pencari 
keadilan pada umumnya, dibidang  hukum perdata dan pidana 
sebagaimana diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 
Tentang Peradilan Umum19.  
Peradilan umum, Pengadilan Tingkat Pertama, atau Pengadilan 
Negeri dibentuk oleh Mentri Kehakiman dengan persetujuan 
Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan 
meliputi satu kabupaten/kota. Dengan hadirnya perubahan Undang-
Undang No. 8 Tahun 2004 maka pembentukan Pengadilan Umum 
beserta fungsi dan kewenangannya ada pada Mahkamah Agung. 
Adapun fungsi dari pengadilan umum atau pengadilan tingkat 
pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu 
penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, 
atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-
alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan umum atau pengadilan 
tingkat pertama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara pidana atau perdata di tingkat pertama. Hal lain yang menjadi 
tugas dan kewenangannya antara lain : 
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1. Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, 
penghetian penyelidikan, atau penghentian tuntutan; 
2. Tentang ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang 
perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan; 
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang 
hukum kepada instansi pemerintah di daerah apabila diminta; 
4. Mengadakan pengawasa atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 
Hakim, Panitera, Sekertaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya; 
5. Melakukan pengawasan terhadap jalanya peradilan dan menjaga 
agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; 
6. Memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang 
perlu dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara; 
7. Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah 
hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasan kepada ketua 
Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Mentri yang 
tugas dan tanggungjawabnya meliputi jabatan notaris. 
Didalam perkara pidana, penuntut umum melimpahkan 
berkas/surat perkara kepada ketua pengadilan. Berkas/surat perkara ini 
dipelajari lebih lanjut oleh ketua pengadilan apakah perkara ini 
menjadi wewenang pengadilan yang dipimpinnya sebagaimana yang 
diatur didalam pasal 147 KUHAP. Apabila ketua pengadilan 
berpendapat perkara tersebut merupakan bukan wewenang pengadilan 
yang dipimpinnya tetapi wewenang pengadilan lain, ia menyerahkan 
surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang 
dianggap berwenang mengadili dengan surat penetapan yang memuat 
alasannya Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Apabila ketua pengadilan 
berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan wewenang dari 
pengadilan yang dipimpinya maka, ketua pengadilan akan menunjuk 
hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang 
ditunjuk akan menetapkan hari siding Pasal 152 ayat (1) KUHAP. 
Hakim didalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada 
penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di 
sidang pengadilan. Pada hari yang telah ditentukan pengadilan 
bersidang, Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang 
pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam Bahasa Indonesia yang 
dimengerti oleh terdakwa dan saksi Pasal 153 ayat (2) huruf (a) 
KUHAP. Hakim ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau 
diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi 
memberikan jawaban secara tidak bebas Pasal 153 ayat (2) huruf (b) 
KUHAP.  
Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim ketua membuka sidang 
dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 
mengenai asusila atau terdakwanya anak-anak hal ini diatur didalam 
Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Apabila ketentuan pada pasal 153 ayat (2) 
dan ayat (3) tidak terpenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum 
Pasal 153 ayat (4) KUHAP. Hakim ketua sidang memerintahkan agar 
terdakwa masuk dan jika terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa 
dihadapkan dalam keadaan bebas. 
Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang 
pelaksanaan panggilan terhadap terdakwa dan menyampaikannya 
kepada Hakim ketua sidang. Pada permulaan persidangan, Hakim 
ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, 
tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, 
tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa 
agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di 
sidang Pasal 155 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya Hakim ketua sidang 
meminta kepada penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. 
Setelah itu Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah 
terdakwa sudah benar-benar mengerti, apabila belum mengerti 
penuntut umum atas permintaan Hakim ketua sidang wajib untuk 
memberikan penjelasan yang diperlukan Pasal 155 ayat (2) huruf (b) 
KUHAP. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan 
keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya 
atau dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, 
maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk 
menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan 
tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan Pasal 156 ayat (1) 
KUHAP. 
Jika majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, 
maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal 
tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus 
setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Hakim dilarang 
untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang 
tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa Pasal 158 
KUHAP. Selanjutnya hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi 
yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah 
jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum 
memberi keterangan Pasal 159 ayat (1) KUHAP. Saksi dipanggil 
kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang 
dipanggil sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar 
pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya. Hakim 
ketua menanyakan kepada saksi tentang nama lengkap, alamat 
lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, 
agama, dan pekerjaan Pasal 160 ayat (2) KUHAP. Sebelum memberi 
keterangan saksi diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji menurut 
agamanya masing-masing, bahwa saksi akan memberikan keterangan 
yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya Pasal 160 
ayat (3) KUHAP.  
Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya 
yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan (BAP), hakim ketua 
sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan 
mengenai perbedaan yang ada dicatat dalam berita acara pemeriksaan 
sidang Pasal 163 KUHAP. Berita Acara Persidangan mencatat segala 
kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, 
memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, 
dan catatan khusus yang dianggap sangat penting20.  Penuntut umum 
atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberi 
kesempatan untuk mengajukan saksi serta mengajukan pertanyaan 
kepada saksi dan terdakwa Pasal 164 ayat (2) KUHAP. Setalah 
pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan 
pidana serta selanjutnya terdakwa atau penasihat hokum mengajukan 
pembelaanya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan 
ketentuan terdakwa atau penasihat hukumnya selalu mendapat giliran 
terakhir. Setelah itu majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir 
untuk mengambil keputusan. Segera setelah putusan diucapkan Majelis 
Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan. Segera setelah 
putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada 
terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.  
C. Keterangan Terdakwa Didalam Hukum Acara Pidana 
Didalam hukum acara pidana diketahui ada 5 alat bukti yang telah 
ditentukan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : 
(1) Keterangan saksi; 
(2) Keterangan Ahli; 
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(3) Surat; 
(4) Petunjuk; 
(5) Keterangan Terdakwa. 
Tentu pertanyaan mendasar adalah mengapa keterangan terdakwa  
diletakkan pada urutan terakhir sebagai alat bukti. Demikian juga dalam 
setiap menguraikan keterangan saksi baik dalam berita acara penyidikan, 
penuntutan maupun persidangan selalu diakhir terdakwa dimintai 
keterangannya perihal peristiwa tindak pidana yang terdakwa lakukan 
sendiri.   
Hal ini lebih kepada pertimbangan psikologis (psychology and law, 
“Realibitas Kesaksian” Iih, Rahayu, 2004:3) dari terdakwa agar tidak 
melakukan ototritas untuk mengubah alur atau kejadian tindak pidana. 
Hakim akan lebih gampang menarik kesimpulan setelah mendengar semua 
keterangan saksi korban, keteranga saksi yang melihat dan mendengar 
tindak pidana. Kemudian diikuti keterangan terdakwa untuk mengoreksi 
sekaligus memberikan keterangan yang dapat ditarik petunjuk dalam 
menyesuaikan telah terwujudnya tindak pidana.21  
Pasal 189 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “Keterangan 
terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami 
sendiri”.  Adapun kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sebagaimana 
penerapan hukum pidana yang diatur didalam hukum acara pidana 
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selamanya tetap diperlukan, sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya.22 Seandainya terdakwa mengakui kesalahan 
yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap 
berkewajiban kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan 
bersalah terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut 
umum dan persidangan untuk menambah dan memyempurnakan 
pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.23 Pasal 189 ayat (4) KUHAP 
menyebutkan “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Pasal 189 ayat (4) 
KUHAP mempunyai makna pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti 
yang sempurna atau bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki 
kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan beslissende bewijs 
kracht.24  Keterangan terdakwa dapat dibagi menajdi dua yaitu : 
a. Keterangan diluar persidangan 
Pasal 189 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa : “Keterangan 
terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu 
didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang 
didakwakan kepadanya”. 
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Keterangan terdakwa diluar persidangan di pengadilan tidak 
dapat dijadikan alat bukti. Akan tetapi, dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Dengan catatan 
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya.25 Adapun bentuk-bentuk 
keterangan terdakwa yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan 
terdakwa diluar persidangan yaitu : 
(a) Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidik; 
(b) Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan (BAP); 
(c) Serta, berita acara itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan 
terdakwa.26 
b. Keterangan terdakwa didalam Persidangan 
Keterangan terdakwa adalah keterangan apa yang terdakwa 
nyatakan didalam persidangan di pengadilan tentang perbuatan yang ia 
lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) 
KUHAP). Keterangan terdakwa yang dikatakan di dalam persidangan 
merupakan suatu alat bukti sebagaimana yang diatur pada pasal 184 
ayat (1) KUHAP yaitu : 
a) Keterangan saksi; 
b) Keterangan Ahli; 
c) Surat; 
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d) Petunjuk; 
e) Keterangan Terdakwa. 
Dalam praktik peradilan di Indonesia, kerap terjadi keterangan 
terdakwa di depan persidangan berbeda dengan keterangan terdakwa 
berikan pada tahap penyidikan, yang tertuang didalam BAP. Apabila 
terjadi perbedaan keterangan seperti ini, maka keterangan di depan 
persidanganlah yang lebih diutamakan. Bila yang lebih diutamakan 
ialah keterangan di dalam BAP, maka otomatis dakwaan penuntut 
umum terbukti semua. Bila terjadi hal seperti ini, maka hal yang dapat 
dilakukan adalah memanggil pejabat penyidik yang membuat BAP 
tersebut untuk di periksa di depan persidangan. Pejabat penyidik ini 
merupakan saksi verbalisant. Berdasarkan pasal 163 KUHAP, 
terdakwa boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang 
terdapat pada BAP pemeriksaan. Namun, hal yang penting disini ialah 
terdakwa tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh 
akal sehat mengenai keterangan yang berbeda.27  
c. Hak terdakwa 
Kedudukan terdakwa didalm KUHAP adalah sebagai subyek 
hukum, diamana dalam setiap tingkatan pemeriksaan harus 
diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, 
martabat dan harga diri (Azas accuisatoir). Terdakwa bukan 
merupakan objek yang di tanggali hak asasi manusianya. Setiap 
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subyek hukum pasti memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya. 
Terdakwa memiliki hak yang dijamin oleh KUHAP antara lain : 
a) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Terdakwa berhak segera 
mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat 
diajukan kepada penuntut umum, dan terdakwa berhak perkaranya 
segera dimajukan oleh penuntut umum ke pengadilan (pasal 50 
ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). 
b)  Terdakwa berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa 
yang dimengerti olehnya tentang apa yang 
didakwakan/disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan 
dimulai (pasal 51 KUHAP). 
c) Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara 
bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat 
penyidikan dan pengadilan, terdakwa berhak memberikan 
keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (pasal 52 
KUHAP). 
d) Terdakwa berhak mendapatkan juru bahasa dalam setiap 
pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan sampai 
pada pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap 
waktu mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat (1) jo pasal 177 
KUHAP). 
e) Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap 
tingkatan pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan tersangka 
atau terdakwa menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang 
(pasal 54 KUHAP). 
f) Terdakwa berhak secara bebas untuk memilih penasehat hukum 
(pasal 55 KUHAP). 
g) Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapatkan bantuan 
hukum. Wajib bagi tersangka/terdakwa mendapatkan bantuan 
hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan jika sangkaan yang 
disangkakan diancam dengan pidana mati atau pidana minimal 15 
tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam 
dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai 
penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua 
tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk 
penasehat hukum bagi mereka (pasal 56 KUHAP). 
h) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi penasehat hukumnya sesuai ketentuan dalam 
undang-undang. (pasal 57 KUHAP). 
i) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak untuk 
menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk 
kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses 
perkara maupun tidak (pasal 58 KUHAP). 
j) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak untuk 
diberitahukan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang 
berwenang, pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses 
peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan 
tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya 
dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan 
bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (pasal 59 
KUHAP).  
k) Tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi dan 
menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan 
kekeluargaan atau yang lainnya dengan tersangka atau terdakwa 
guna mendapatkan jaminan penangguhan penahanan ataupun untuk 
usaha mendapatkan bantuan hukum (pasal 60 KUHAP). 
l) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak 
keluarganya dalam hal yang tidaka ada hubungannya dengan 
perkara (pasal 61 KUHAP). 
m) Hak untuk mengirimkan surat kepada penasehat hukumnya dan 
sanak keluarganya setiap kali dibutuhkan olehnya, untuk keperluan 
itu terdakwa disediakan alat tulis (pasal 62 KUHAP). 
n) Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan dari 
rohaniawan (pasal 63 KUHAP). 
o) Terdakwa berhak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum 
(pasal 64 KUHAP). 
p) Terdakawa berhak untuk mengajukan saksi dan seseorang yang 
memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang 
menguntungkan bagi dirinya (pasal 65 KUHAP). 
q) Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 
KUHAP). 
r) Terdakwa berhak untuk meminta banding terhadap putusan 
pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas 
dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang 
tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara 
cepat (pasal 67 KUHAP). 
s) Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (pasal 30 KUHAP). 
t) Hak untuk mendapatkan salinan dari semua berkas perkara atas 
perkarnaya (pasal 72 KUHAP). 
u) Terdakwa berhak untuk mengajukan permohonan untuk 
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau 
penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada 
ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya (pasal 79 
KUHAP). 
v) Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian diadili atau dikenakan 
tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 
(pasal 95 ayat (1) KUHAP). 
w) Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi apabila oleh 
pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
(pasal 97 ayat (1) KUHAP). 
x) Terdakwa berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan 
yang sifatnya menjerat (pasal 166 KUHAP). 
D. Pembuktian dan Alat Bukti 
1. Pembuktian 
Pembuktian didalam hukum acara pidana berbeda dengan 
hukum acara perdata, sebab didalam pembuktian hukum acara pidana 
adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran 
yang sejati atau yang sesungguhnya sedangkan pembuktian didalam 
hukum acara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaraan 
formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan 
oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran 
formil cukup membuktikan dengan “preponderance of evidence”, 
sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran material, maka 
peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).28 
Demikian pula hakim didalam perkara pidana haruslah aktif, 
artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup 
untuk membuktikan dakwaan kepada terdakwa, sedangkan didalm 
perkara perdata, hakimnya pasif artinya hakim tidak menentukan luas 
dari pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa 
yang disengketakan oleh para pihak.29 
Masalah pembuktian erat hubungannya dengan pasal 6 ayat (2) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa “Tidak 
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seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, 
karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat 
keyakinan bahwa seorang yang diaanggap dapat bertanggungjawab, 
telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.  
Kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang memiliki arti 
sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian 
mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian 
artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan 
kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan 
yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” artinya 
memperlihatkan bukti.30   
Sedangkan menurut Darwin Prints, bahwa pembuktian adalah 
“pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan 
terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus 
mempertanggungjawabkannya”.31 Proses pembuktian memiliki tujuan 
yaitu untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada 
terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah 
didakwakan oleh penuntut umum.32  Namun tidak semua dapat 
dibuktikan, sebab menurut pasal 184 ayat (2)  KUHAP, bahwa “Hal 
yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. 
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2. Sistem atau Teori Pembuktian 
Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas 
3 (tiga) teori, sebagai berikut: 
a. Berdasarkan undang-undang secara positif (positif wettelijke 
bewijs theorie) 
Teori ini dikatakan “secara positif”, karena hanya 
didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu 
perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang 
disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak 
perlu lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian 
formal (formele bewijstheori). 
Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian 
berdsarkan undang-undang secara positif (positif wettelijke bewijs 
theorie), “Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif 
hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan 
pembuktian yang keras”.33 
b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 
(conviction intivie) 
Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan 
seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan 
terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak 
menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang 
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didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga 
adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau 
tidaknya terdakwa 
Jadi teori sangat sederhana, sebab sama sekali tidak 
membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan 
menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan 
pendapat hakim, yang bersifat perseorangan (subyektif). Jadi 
berdasarkan teori ini, maka cukuplah, bahwa hakim mendasarkan 
terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak 
terikat oleh suatu peraturan (bloot gemodelijke overtuiging, 
conviction intime). Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar pada 
perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau 
peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan 
terdakwa.34 
c. Sisitem atau teori pembuktian bebas 
Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian 
tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun 
demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara 
pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara 
pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar 
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putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri 
(subyektif).35 
d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 
atas alasan yang logis (La Conviction Rais Onnee) 
Sebagai jalan tengah, maka muncul sistem atau teori yang 
disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai 
batas tertentu, maka menurut teori ini, bahwa hakim dapat 
memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, 
keyakinan dimana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian 
disertai dengan kesimpulan (concluise) yang berlandaskan kepada 
peraturan-peratuan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim 
dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga 
pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-
alasan keyakinannya (vrije bewijstheori).  
Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang 
berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah 
menjadi dua arah, yaitu: 
1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang 
logis (conviction raisionne). Pembuktian ini berpangkal pada 
keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada 
suatu kesimpulan (conclusie), yang logis yang tidak didasarkan 
kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut 
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ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri 
tentang pembuktian mana yang akan ia pergunakan. Jadi 
pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah 
suatu konklusi yang tidak didasarkan kepada undang-undang. 
2. Pembuktian yang berdasar undang-undang secara negative 
(negatife wettelike bewijstheorie). Pembuktian ini bertitik tolak 
pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara 
limitative oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh 
keyakinan hakim. Jadi pangkal tolaknya pada ketentuan 
undang-undang, dan dasarnya pada ketentuan undang-undang 
yang disebut secara limitative.36 
Baik HIR atau KUHAP dan Ned. Sv yang lama dan baru, 
semuanya menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasar 
undang-undang secara negative (negatief wettelijk). Hal ini dapat 
disimpulkan dari pasal 183 KUHAP (pasal 294 HIR), bahwa “Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang berlasah melakukannya”.  
3. Alat-alat bukti 
Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat 
pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh 
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mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh 
undang-undang saja. 
Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang 
termasuk alat bukti yang sah adalah : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa. 
Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu alat bukti 
sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut: 
a. Keterangan saksi 
 Pasal 1 ayat (26) KUHAP menjelaskan bahwa, “saksi 
adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara 
pidana yang ia dengar sendir, ia lihat sendiri, dan ia alami 
sendiri”. Sedangkan, pasal 1 ayat (27) KUHAP menjelaskan yang 
dimaksud dengan keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari 
pengetahuannya itu” . 
Adapun syarat keterangan saksi suapaya dapat dipakai sebagai alat 
bukti yang sah, maka harus memenuhi 2 syarat, yaitu : 
1) Syarat formil 
 Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila 
diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan 
keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang 
tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah 
penyaksian yang sah lainnya. 
2) Syarat materil 
 Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat 
dianggap sah sebagai alat pembuktian (unus testis nulus testis) 
karena tidak mempunyai syarat materil, akan tetapi keterangan 
seorang atau satu saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian 
salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.37  
 Untuk penilaian suatu saksi menurut pasal 185 KUHAP 
bahwa: 
(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan (testimony). 
(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 
kepadanya. 
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku 
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 
(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti 
yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu 
dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat 
membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
(5) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim 
harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : 
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk 
memberikan keterangan yang tertentu; 
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya 
keterangan itu dipercaya; 
(6)  Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai 
satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun 
apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang 
disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti 
yang sah lain 
  
b. Keterangan ahli 
 Didalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang 
keterangan sebagai berikut : 
1. Menurut pasal 1 ayat (23) KUHAP, bahwa “Keterangan ahli 
adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki 
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. 
2. Menurut pasal 186 KUHAP, bahwa “Keterangan ahli ialah 
apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. 
 Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli 
adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam 
memberikan keterangan tentang suatu tundak pidana berdsarkan 
kemampuan atau keahlian di bidangnya.38  
 Kehadiran ahli didalam memberikan keterangan suatu 
penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam 
semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, 
penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara 
kepada penuntut umum. 
c. Surat 
 Didalam pasal 187 KUHAP, yang dimaksud dengan surat 
sebagai mana pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah, dibuat atas 
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : 
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a) Beriata acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, 
yang memuat keterangang tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; 
b) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau 
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang dimaksud 
mengenai tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan 
yang diperuntukan bagi  pembuktian sesatu hal atau sesuatu 
keadaan; 
c) Surat dari keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesualu keadaan yang 
diminta secara resmi dari padanya; 
d) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi 
dari alat pembuktian yang lain. 
 Pemeriksaan surat dipersidangan langsung dikaitkan 
dengan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa. Pada saat 
pemeriksaan saksi, dinyatakan mengenai surat-surat yang ada 
keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan kepada terdakwa pada 
saat memeriksa terdakwa.39  
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d. Petunjuk 
 Pengaturan tentang alat bukti petunjuk terdapat pada pasal 
188 KUHAP, yang berbunyi : 
a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah 
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; 
b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diproleh dari : 
(1) Keterangan saksi; 
(2) Surat; 
(1) Keterangan Terdakwa. 
c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi 
bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
e. Keterangan Terdakwa 
 Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam pasal 
189 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :  
a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan 
didepan di sidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau 
yang ia ketahui sendiri atau alami; 
b) Keterngan terdakwa yang dikatakan diluar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, 
asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah 
sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya; 
c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya 
sendiri; 
d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa dirinya bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang 
lain. 
E. Tinjauan putusan Pengadilan 
E.1 Konsep dan Pengertian Putusan Pengadilan 
Didalam persidangan di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat 
pertama dipimpin oleh majelis hakim yang menghasilkan putusan yang 
biasanya disebut putusan pengadilan. Keputusan pengadilan merupakan 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang berisi 
tindakan hukum acara pidana yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.40 
Putusan pengadilan adalah penyelesaian pengadilan, hal ini diatur 
di dalam pasal 226 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yaitu :  
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1. Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau 
penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. 
2. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan 
penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya 
diberikan atas permintaan. 
3. Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang 
lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan 
kepentingan dari permintaan tersebut.41 
E.2 Jenis- jenis Putusan Pengadilan 
Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku 
tindak pidana maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan 
putusnnya. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang 
dikenal selama ini, yaitu yang pertama putusan sela dan putusan akhir. 
1. Putusan Sela 
Masalah yang paling terpenting dalam peradilan pidana 
adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat 
dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap 
terdakwa disuatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, 
dipersalahkan, dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan 
penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa diluar dari pasal yang didakwakan oleh penuntut 
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umum.42 Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut 
umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif sebagaimana 
yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu pasal 143 
KUHAP, syarat formil dan syarat materiil. 
Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak 
yuridis dari terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan 
keberatan (eksepsi), dimana didalam praktek persidangan biasanya 
eksepsi diajukan meliputi kewenangan pengadilan dalam mengadili 
perkara (exeptie onbevoegheid) baik absolute maupun relatif, 
eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi yang didakwakan 
bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara nebis in 
idem, eksepsi terhadapa perkara yang telah kadaluwarsa, eksepsi 
tentang apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak 
pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (obscure 
libel), eksepsi dakwaan tidak lengkap, atau eksepsi dakwaan eror 
in persona.43 
Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan 
pengadilan dalam negeri dalam mengadili suatu perkara atau 
dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. 
Sebagaiman ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan 
memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk 
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menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan 
mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan 
oleh hakim. 
Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) 
yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat 
diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaiman 
ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain 
sebagai berikut: 
a. Menyatakan keberatan (Eksepsi) Diterima 
Apabila keberatan (eksepsi) terdakawa atau penasihat 
hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara 
bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika 
eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, 
maka perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum 
untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang 
berwenang mengadilinya. 
Adapun jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut 
dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara 
formal perkara tidak dapat diperiksan lebih lanjut atau 
pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok 
perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP)  
  
b. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima 
Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa 
keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, 
dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal 
tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara 
a quo, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah 
sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b 
KUHAP. 
Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan 
oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan 
(verzet), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (verzet) 
yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya akan 
dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan 
akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (5) 
huruf a KUHAP).  
2. Putusan Akhir 
Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, 
maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, 
yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang 
terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang 
demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir. Menurut 
KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan 
oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut. 
a. Putusan Bebas (Vrijspaark) 
Putusan bebas (Vrijspraak) adalah putusan yang dijatuhkan 
oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu 
tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam 
dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap 
terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses 
pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya 
bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah 
yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada 
terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak 
pidana sebagaiman dalam dakwaan penuntut umum, sehingga 
oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan 
dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP).44 
b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Alle 
Recht Vervolging) 
Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui 
bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, 
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dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas 
dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 
c. Putusan Pemidanaan 
Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap 
terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak 
pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). 
Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 
Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang 
dijatuhkan merupakan kewenangan dari judex facti untuk 
menjatuhkan pidana, dimana hal tersebut tidak diatur dalam 
undang-undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang 
dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam 
undang-undang tertentu ada batas minimal. 
E.3 Isi dan Sistematika Putusan Pengadilan  
Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang 
harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota 
yang ikut  serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera 
pengganti yang ikut bersidang pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 4 
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun susunan dan isi 
putusan tersebut terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: 
1)  Kepala putusan, setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala 
putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa” Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kepala putusan memiliki kekuatan 
eksekutor kepada putusan pengadilan dan oleh pembuat Undang-
Undang juga di maksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa 
karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggungjawab pada 
hukum, diri sendiri, dan kepada masyarakat pencari keadilan, tetapi 
juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2) Identitas para pihak yang berpekara, dalam putusan pengadilan 
identitas para pihak dituliskan secara jelas, yaitu nama, alamat, 
pekerjaan, tempat tanggal lahir, nomor identitas, dan sebagainya serta 
nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasakan kepada orang 
lain. 
3) Pertimbangan (alasan-alasan), dalam putusan pengadilan dalam hal ini 
majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara menjelaskan 
alasan-alasannya yang menjadi dasar bagi mereka untuk memberikan 
amar putusan. Alasan-alasan ini dilihat dari fakta-fakta yang muncul 
didalam persidangan, seperti alasan yuridis dan alasan filosofisnya. 
4) Amar putusan,  merupakan bunyinya suatu putusan, yaitu kata-kata 
yang terdapat dibawah perkataan “mengadili” atau “memutuskan”.45 
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Adapun didalam pasal 197 KUHAP menjelaskan tentang isi 
muatan dari putusan adalah : 
1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ; 
2) Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa; 
3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan berserta alat pembuktian yang diproleh dari pemeriksaan di 
sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 
5) Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 
6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan 
atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa; 
7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 
8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan 
pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan; 
9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang 
bukti; 
10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana 
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat jika terdapat surat autentik 
dianggap palsu; 
11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan; 
12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus dan nama panitera. 
Dalam hal ini, yang akan dianalisis merupakan pertimbangan 
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor: 
648/Pid.B/2015/PN.Mlg terkait keteranga terdakwa diluar persidangan 
berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dijadikan alat bukti surat di 
dalam persidangan, tetapi dalam mendapatkan keterangan tersebut 
penyidik dicurigai melakukan tekanan-tekanan kepada tersangka.  
E.4 Upaya-Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan 
Para pencari keadilan yang berperkara di pengadilan, setelah 
melalui proses pemeriksaan dan pemutusan perkaranya, perkara pidana 
tersebut mungkin dianggap kurang tepat dan kurang adil, sehingga 
menimbulkan rasa kurang puas. Meskipun dalam memutus suatu perkara 
Hakim telah mempertimbangkan dengan matang berdasarkan bukti dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi landasan 
keyakinannya untuk memutus perkara. 
Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kesempatan dan keleluasaan 
kepada pencari keadilan untuk berdasarkan hukum dan melalui upaya 
hukum untuk mengajukan rasa kurang puas atas putusan hakim. 
Mengenai upaya hukum dibidang perkara pidana dapat dibedakan 
sifatnya. Menurut sifatnya, maka upaya hukum dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.  
a. Upaya hukum biasa 
Upaya hukum biasa ditingkat banding dan kasasi untuk 
perkara pidana dapat diajukan oleh terdakwa atau kuasanya dan 
penuntut umum. 
Banding, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum 
untuk meminta pemeriksaan ulang kepada pengadilan yang 
lebih tinggi karena tidak merasa puas atas putusan pengadilan 
negeri (pasal 67 jo 233 KUHAP). 
Kasasi, yaitu hak terpidana atau penuntut umum untuk 
meminta pembatalan atas putusan pengadilan lain dalam 
tingkat peradilan yang terakhir, penetapan dan perbuatan 
pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan 
dengan hukum, (pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1950 jo pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).46  
b. Upaya hukum luar biasa 
Upaya hukum luar biasa dapat berupa kasasi demi 
kepentingan hukum, yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta 
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pembatalan putusan pengadilan tingkat terakhir, kecuali 
terhadap putusan Mahkamah Agung. Kasasi demi kepentingan 
hukum berbeda dengan kasasi biasa karena tidak terkait dengan 
tenggang waktu dan putusan tidka boleh merugikan pihak-
pihak yang berkepentingan (pasal 259 ayat (2) KUKAP).  
Peninjauan kembali, yaitu hak terpidana untuk meminta 
memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, 
sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam 
menjatuhkan putusannya (pasal 263 KUHAP).47 
E.5 Putusan Pengadilan dan Alat Buktinya 
Dalam memutus perkara, Majelis hakim harus berlandaskan pada 
pertimbangan-pertimbang serta alat-alat bukti sebagai mana yang telah 
diatur didalam  pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat 
bukti yang sah adalah : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa. 
Pada pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seseorang kecuali apa bila dengan sekurang-kuranganya 
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
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pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”, pasal ini memberikan batasan minimal alat bukti bisa 
menjadi landasan Majelis Hakim dalam memutus perkara. 
F. Azas Accuisatoir 
F.1 Konsep dan pengertian azas accuisatoir 
 Kebebasan memberi dan mendapat nasihat hukum menunjukkan 
bahwa dengan KUHAP telah dianut azas accuisatoir itu. Ini berarti 
perbedaan antara pemeriksaan pendahulu dan pemeriksaan sidang 
pengadilan pada azasnya telah dihilangkan.48 
Azas accuisatoir merupakan sistem pemeriksaan tersangka atau 
terdakwa diperlakukan sebagai subyek yang memproleh hak untuk 
berdebat dan berpendapat dengan pihak penyidik dan/atau penuntut 
umum, atau hakim pemeriksa perkara di persidangan sehingga masing-
masing pihak mempunyai hak-hak dan kedudukan yang sama didalam 
pemeriksaan untuk mencari kebenaran material.49  
Salah satu prinsip azas ini terdapat pada pasal 52 KUHAP tentang 
hak dari tersangka atau terdakwa sebagai berikut “Dalam pemeriksaan 
pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak 
memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”, serta 
terdapat pada pasal 117 KUHAP yang berbunyi : 
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1. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa 
tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun; 
2. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa sebenarnya ia 
telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan 
kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai 
dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri..  
Pada awalnya azas accuisatoir merupakan pengganti dari azas 
inquisatoir. Pasal 164 HIR ini menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan 
yang dilakukan harus dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup. Asas ini 
menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh 
hak sama sekali. Seorang tersangka di posisikan atau di tempatkan sebagai 
orang yang telah melakukan kesalahan dan dengan demikian bisa berkibat 
terjadinya pemukulan pada tersangka agar mengakui kesalannya.50 Pada 
abad ke 13 sampai dengan pertengahan abad ke 19 asas ini menjadi crime 
control seperti : 
(1) Meneliti peristiwa tindak pidana; 
(2) Indentifikasi terhadap pelaku; 
(3) Pelaku di tangkap; 
(4) Pemeriksaan pelaku dan saksi dilakukan secara terpisah; 
(5) Pemeriksaan pelaku di tempat terasing, komunikasi dengan pihak lain 
dan keluarga tidak di izinkan; 
(6) Perbuatan yang dituduhkan terhadap pelaku tidak diberi tahukan; 
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(7) Tujuan pemeriksaan hanyalah pengakuan melalui cara penyiksaan 
(torture); 
(8) Hasil pemeriksaan diserahkan kepada pengadilan, hakim hanya 
memeriksa berdasarkan berkas hasil pemeriksaan penyidik tanpa 
pengembangan lebih lanjut; 
(9) Terdakwa tidak di hadirkan di depan sidang dan sidang tertutup tanpa 
pembelaan. 
Ciri- ciri model inquisatoir : 
(1) Proses singkat dan sederhana; 
(2) Lembaga penyiksaan merupakan hal yang harus ada; 
(3) Berpotensi terjadi pelanggaran HAM.51 
Dengan adanya potensi pelanggaran HAM terhadap terdakwa 
sehingga muncullah azas accuisatoir. Dengan keluarnya KUHAP 
(Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) sistem inquisatoir ini secara 
berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Hal ini nyata dengan diberinya hak 
tersangka untuk didampingi penasehat hukum untuk semua tingkat 
pemeriksaan.52 Azas dimana tersangka/terdakwa ditempatkan sebagai 
subjek hukum yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Azas 
Accuisatoir menunjukkan bahwa tersangka/terdakwa yang diperiksa pada 
tingakat penyidikan ataupun persidangan bukan lagi sebagai objek 
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pemeriksaan, melainkan sebagai subjek (pasal 52 KUHAP). Tersangka 
atau terdakawa harus dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, 
sehingga di dalam pemeriksaan tidak di benarkan untuk melakukan 
tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, misalnya melakukan bentakan 
atau intimidasi. Ciri dari asas ini adalah: 
(1) Pemeriksaan pelaku dilakukan oleh pejabat yang tidak memihak 
ditunjuk untuk menyelidiki dan melaksanakan pengumpulan bukti-
bukti;  
(2) Pengumpulan bukti-bukti dihadiri oleh para pihak yang terlibat 
perkara; 
(3) Tersangka yang di periksa mempunyai hak untuk tidak menjawab 
pertanyaan pemeriksa; 
(4) Tersangka/Terdakwa dapat di damping penasehat hukumnya; 
(5) Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk dapat meneliti kembali 
berkas perkara; 
(6) Peradilan dilakukan secara terbuka, para pihak mempunyai hak yang 
sama mengajukan argument dan semua alat bukti yang di kumpulkan 
di uji kembali kebenarannya; 
(7) Hakim berkewajiban mengupas semua permasalahan yang relevan 
dengan surat dakwaan dan memperhatikan alat bukti yang lain; 
(8) Berlaku azas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence). 
 
F.2 Azas Accuisatoir dan kaitannya dengan azas-azas KUHAP pada 
umumnya 
Azas accuisatoir merupakan sistem pemeriksaan tersangka didalam 
hukum acara pidana, tentu erat kaitannya dengan beberapa azas KUHAP 
pada umumnya, adapun kaitanya sebagai berikut: 
(1) Azas Equality Before The Law (Persamaan dihadapan hukum) 
Azas persamaan atau kesederajatan ini di muka hukum, ini berarti 
tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga. Dari apa yang 
dikemukakan nyatalah dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara 
tidak ada diskriminasi, perbedaan baik tentang warna kulit, agama atau 
keyakinan, kaya atau miskin dan lain-lain.53 Azas ini mempunyai 
keterkaitan denga azas accuisatoir dengan menempatkan 
tersangka/terdakwa wajib diperlakukan sama dalam proses 
pemeriksaan, tersangka atau terdakwa diperlakukan sebagai subyek 
yang memproleh hak untuk berdebat dan berpendapat dengan pihak 
penyidik dan/atau penuntut umum, atau hakim pemeriksa perkara di 
persidangan sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan 
kedudukan yang sama didalam pemeriksaan untuk mencari kebenaran 
material. 
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(2) Azas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) 
Azas ini disebut didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga 
dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : 
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau 
dihadapkan dimuka persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak 
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.54  
Azas ini juga memiliki hubungan dengan azas accuisatoir dimana 
jaminan azas praduga tak bersalah dan sistem pemeriksaan accuisatoir 
ditegakkan di setiap tingkatan pemeriksaan. Untuk menopang azas 
praduga tak bersalah dan sistem pemeriksaan accuisatoir dalam 
penegakan hukum. KUHAP telah memberi perisai kepada 
tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusian yang 
wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum.55 
(3) Azas Tersangka/Terdakwa Segera Mendapatkan Bantuan Hukum 
Sebagai kelanjutan dari azas presumption of innocence dimana 
setiap orang, siapapun juga harus diperlakukan sesuai dengan nilai-
nilai kemanusiaan, maka untuk kepentingan pembelaan dirinya yang 
disangka melakukan tindak pidana terhadap tersangka/terdakwa 
diberikan hak memperoleh bantuan hukum.56 
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Pasal  69 sampai dengan pasal 74 KUHAP mengatur bantuan 
hukum yang mana tersangka/terdakawa mendapat kebebasan yang 
sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal 
di negara-negara demokrasi dan beradab.57 
Azas ini juga memiliki hubungan dengan azas accuisatoir, dimana 
tersangka/terdakwa belum tentu mengetahui hak-haknya yang 
diberikan hukum, sehingga adanya bantuan hukum sangat di perlukan 
didalam proses pemeriksaan tersangka/terdakwa. 
(4) Azas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya 
Terdakwa 
Azas ini berarti pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa harus 
secara langsung dengan lisan, tidak bisa diwakilkan atau kuasa. 
Demikian pula dalam hal pembacaan putusan terdakwa harus hadir 
untuk mendengarkan isi putusan tersebut. 
F.3 Kriteria Adanya Azas Accuisatoir  
Ciri-ciri atau kriteria bahwa adanya azaz accuisatoir adalah sebagai 
berikut: 
a. Pemeriksaan pelaku dilakukan oleh pejabat yang tidak memihak 
ditunjuk untuk menyelidiki dan melaksanakan pengumpulan bukti-
bukti;  
b. Pengumpulan bukti-bukti dihadiri oleh para pihak yang terlibat 
perkara; 
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c. Tersangka yang di periksa mempunyai hak untuk tidak menjawab 
pertanyaan pemeriksa; 
d. Tersangka/Terdakwa dapat di damping penasehat hukumnya; 
e. Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk dapat meneliti kembali 
berkas perkara; 
f. Peradilan dilakukan secara terbuka, para pihak mempunyai hak 
yang sama mengajukan argument dan semua alat bukti yang di 
kumpulkan di uji kembali kebenarannya; 
g. Hakim berkewajiban mengupas semua permasalahan yang relevan 
dengan surat dakwaan dan memperhatikan alat bukti yang lain; 
h. Berlaku azas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence). 
G. Penyidikan 
G.1 Konsep dan definisi penyidik serta penyidikan 
Didalam hukum acara pidana dikenal proses-proses bertujuan 
untuk mencari kebenaran materil, antara lain proses penyelidikan, 
penydikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Didalam hal ini 
kita akan membahas soal penyidikan.  
Pengertian penyidik diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat pada pasal 1 butir (1) yang 
berbunyi sebagai berikut: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. 
Dari pengertian penyidik diatas, dalam penjelas undang-undang 
disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan 
penyidikan yaitu pejabat polisi Republik Indonesia (POLRI) dan pejabat 
pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.  
Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu 
ketentuan mengenai hal ini terdapat pada pasal 1 butir (3) KUHAP, yang 
menyebutkan bahwa “Penydik pembantu adalah pejabat kepolisian negara 
Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan 
penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”. 
Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur juga 
didalam pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatkan bahwa “Penyidik 
pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang 
diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan 
syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas 
penyidikan yang diatur dalam undang-undang”. 
Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dijelaskan lebih 
lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa yang dimaksud 
dengan penyidik dalam ayat ini adalah   misalnya pejabat bea cukai, 
pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan 
sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang 
menjadi dasar hukumnya masing-masing.58  
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik 
dan penyidik pembantu diatas, dapat diketahui bahwa untuk dapat 
melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. 
Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah, 
berpendapat bahwa: “Pemberian wewenang kepada penyidik bukan 
semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan 
kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya, dengan demikian 
kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat 
pengangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan 
tanggungjawab penyidik”.59 
Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI adalah 
merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai 
penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggungjawab yang besar, karena 
penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian 
perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses 
peradilan selanjutnya.60 
Sedangkan pada pasal 1 butir (2) KUHAP menjelaskan mengenai 
pengertian penyidikan, sebagai berikut “Penyidikan adalah serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
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undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangka”. 
Sehubungan dengan hal tersebut Andi Hamzah dalam bukunya 
menyimpulkan definisi dari pasal 1 butir (2) KUHAP, sebagai berikut 
“penyidikan (acara pidana) hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-
undang, hal i ni dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan pasal 
1 Ned.Sv. yang berbunyi : Starfvordering heeft allen wet voorzien (hukum 
acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang-undang). Acara pidana 
dijalankan jika terjadi tindak pidana hal ini dapat disimpulkan dari kata 
membuat terang tindak pidana yang terjadi, hal inilah yang tidak disetujui 
oleh Van Bemmelen, karena mungkin saja acara pidana berjalan tanpa 
terjadi delik; contoh klasik yang dikemukakan ialah kasus Jean Calas di 
Prancis yang menyangkut seoranga Ayah dituduh membunuh anaknya, 
padahal itu tidak terjadi namun proses pidananya sudah berjalan”.61  
Selanjutnya Andi Hamzah kembali bahwa penyidikan ialah suatu 
istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda), dan 
investigation (Inggris) atau penyiasatan/siasat (Malaysia). Definisi 
penyidikan dalam KUHAP, menurut bahasa Belanda adalah sama dengan 
opsproring. 
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Berikut ini Andi Hamzah mengutip pendapat De Pinto yang 
menyatakan bahwa: Menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan 
oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera 
setelah mereka dengan jalan apapun mendengar yang sekedar beralasan, 
bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum. 
Penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik 
untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang, jelas 
tentang tindak pidana yang terjadi).62 
Apa yang dikemukakan tentang penyidikan tersebut diatas Buchari 
Said menyebutkan sebagai aktivitas yuridis, maksudnya adalah aktivitas 
yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dari 
tindakan tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan secara yuridis pula, 
karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang 
menjadi dasar (basic) bagi dilakukannya suatu tindakan dan peraturan 
yang dimaksud tiada lain peraturan-peraturan mengenai hukum acara 
pidana. 
Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengungkap 
suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal 
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (2) KUHAP.  
G.2 Penyidik dan Kewenangannya 
 Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu 
tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang 
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sebagaimana tercantum didalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo. 
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa 
wewenang penyidik sebagai berikut: 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana; 
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
diri tersangka; 
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
9. Mengadakan penghentian penyidikan; 
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 
G.3 Tahap Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan 
 Didalam melakukan penyidikan, penyidik harus melalui tahapan-
tahapan pemeriksaan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 
Manajemen Penyidikan. Dasar dilakukannya penyidikan sebagaimana 
telah diatur didalam pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 
Tentang Manajemen Penyidikan yang berbunyi: 
a. Laporan Polisi/Pengaduan; 
b. Surat perintah tugas; 
c. Laporan hasil penyelidikan (LHP); 
d. Surat perintah penyidikan; 
e. SPDP.   
Adapaun Laporan hasil penyidikan (LHP) sekurang-kurangnya 
berisi tentang laporan waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, 
hambatan, pendapat dan saran hal ini diatur didalam pasal 7 ayat (2) 
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan. 
Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 
Manajemen Penyidikan juga mengatur tentang isi dari surat perintah 
penyidikan sekurang-kurangnya memuat: 
a. Dasar penyidikan; 
b. Identitas petugas penyidik; 
c. Jenis perkara yang disidik; 
d. Waktu dimulainya penyidikan; dan 
e. Identitas penyidik selaku pejabat yang memberi perintah. 
Proses penyidikan diselenggarakan dengan cara bertahap, Pasal 15 
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan 
menjelaskan bahwa tahapan penyidikan meliputi : 
a. Penyelidikan; 
b. Pengiriman SPDP; 
c. Upaya paksa; 
d. Pemeriksaan; 
e. Gelar Perakara; 
f. Penyelesaian berkas perkara; 
g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; 
h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan 
i. Penghentian penyidikan. 
1. Penyelidikan 
Didalam pasal 1 ayat (4) KUHAP menjelaskan bahwa 
“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini”. Dalam proses penyelidikan 
dibutuhkannya seorang penyelidik untuk melakukan proses penyelidikan. 
Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP jo Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa 
yang dimaksud dengan penyelidik adalah “Pejabat polisi negara Republik 
Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 
melakukan penyelidikan”, sedangkan menurut pasal 4 KUHAP, bahwa 
“penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.63 
  
                                                          
63
 Andi Sofyan. 2012. Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar). Yogyakarta. Republika. 
Hal 87. 
2. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 
Proses penyidikan didahului dengan pemberitahuan kepada 
penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah 
mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan 
melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). 
Hal tersebut diatur didalam pasal 109 KUHAP. 
Adapun SPDP dibuat dan dikirimkan setalah terbit surat perintah 
penyidikan. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 
Tentang Manajemen Penyidikan mengatur tentang isi dari SPDP sekurang-
kurangnya memuat : 
a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah 
penyidikan; 
b. Waktu dimulainya penyidikan; 
c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian siangkat 
tindak pidana yang disidik; 
d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah 
diketahui); dan 
e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP. 
3. Upaya Paksa 
Upaya yang dimaksud adalah sebagaiman diatur didalam pasal 26 
yang berbunyi, Upaya paksa yang sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf 
(c) meliputi : 
a. Pemanggilan; 
b. Penangkapan; 
c. Penahanan; 
d. Penggeledahan; 
e. Penyitaan; dan 
f. Pemeriksaan surat. 
Dalam hal perlakuan upaya paksa tentang penahanan tersangaka 
harus diperlakukan sebagaimana diatur didalam pasal 54 Peraturan Kapolri 
Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan yang berbunyi: 
a. Harus tetap diperlakukan manusiawi; 
b. Mempedomani azas praduga tak bersalah; 
c. Berhak mendapatkan penjelasan mengenai alasan penahanan 
dan tuduhan yang dikenakan kepadanya; 
d. Hanya boleh ditahan di rutan; 
e. Keluarga dan penasehat hukumnya harus diberikan informasi 
tentang tempat penahan; 
f. Berhak mendapat bantuan hukum; 
g. Berhak untuk bertemu dengan keluarga dan penasehat hukum; 
h. Berhak untuk mendapat pelayanan medis; 
i. Berhak memperoleh bantuan penerjemah, bila tidak bisa 
berbahasa Indonesia;  
j. Harus dipisahkan antara tahan laki-laki, perempuan, dan anak-
anak; 
k. Berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut 
agama/kepercayaan atau keyakinannya; dan 
l. Waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala satuan masing-
masing. 
4. Pemeriksaan 
Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 
Manajemen Penyidikan, menjelaskan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 15 huruf (f) dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu 
terhadap saksi, ahli, tersangka yang dituangkan kedalam berita acara 
pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang 
melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. 
Pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keterangan 
saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan kedalam berita acara 
pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang dan 
barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi semakin jelas. 
Didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka pasal 66 ayat (4) 
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan 
menyatakan bahwa penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan 
kekerasan, tekanan, ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berprilaku 
sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum. 
5. Gelar Perkara 
Gelar perkara adalah proses evaluasi proses penyidikan dilakukan, 
pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, memastikan kesesuaian 
antara saksi, tersangka, dan barang bukti, penyempurnaan berkas, 
menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke penuntut 
umum atau dihentikan, pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum. 
6. Penyelesaian  Berkas Perkara 
Penyelesaian berkas perkara adalah proses pembuatan berkas 
sebagaimana diatur dalalm pasal 73 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 
Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan yang dimana pembuatan 
resume berkas perkara dan pemberkasan.  
7. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum 
Penyerahan berkas perkara kepada JPU sebagaimana dimaksud 
Pasal 15 huruf (g) dilakukan sebagai beikut : 
a. Tahap pertama, menyerahkan berkas perkara; dan 
b. Tahap kedua, penyerahan tanggungjawab Tersangka dan barang bukti 
setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. 
8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti 
Penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara 
serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh 
penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan JPU yang menerima. 
9. Penghentian Penyidikan 
Didalam pasal 76 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 
Tentang Manajemen Penyidikan menyebutkan penghentian penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf (i), dilakukan apabila: 
a. Tidak terdapat cukup bukti; 
b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan 
c.    Demi hukum, karena : 
(1) Tersangka meninggal dunia; 
(2) Perkara telah kadaluarsa; 
(3) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); 
(4) Tindak pidana tersebut telah memproleh putusan hakim yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem). 
H. Etika Profesi POLRI 
Sebelum adanya reformasi dan perubahan struktur ketatanegaraan, 
kepolisian masih diintegrasikan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
kedalam lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). 
Ketika kepolisian terintegrasi dalam ABRI, belum ada rumusan dan 
kejelasan tentang tugas-tugas kepolisian sebagai profesi. Kemudian setelah 
kepolisian pisah dengan TNI secara kelembagaan dan adanya pemisahan 
yang tegas tentang peran masing-masing lembaga, maka terjadi perubahan 
paradigma, dimana setiap pejabat kepolisian harus memiliki kemampuan 
profesi.64 
Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai amanat pasal 30 
ayat (5) UUD 1945, dimana pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan bahwa 
“Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 
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wewenang harus memiliki kemampuan profesi”. Yang dimaksud dengan 
“pejabat kepolisian” disini adalah setiap anggota kepolisian (aparatur 
kepolisian) mulai dari pangkat terendah sampai dengan paling tinggi, 
sedangkan makna dari “memiliki kemampuan profesi”, bahwa setiap 
pejabat kepolisian harus memiliki keahlian atau kemahiran dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya.65 
Tugas dan wewenang kepolisian yang mengharuskan adanya 
kemampuan profesi tersebut dikelompokkan dalam tugas pokok 
kepolisian, yakni : 
a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b) Menegakkan hukum; 
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat, yang kemudian dalam menjalankan 
tugas pokok tersebut dirincikan ke dalam tugas dan 
wewenang, baik secara umum maupun khusus. 
Dengan demikian setiap anggota kepolisian diharuskan memiliki 
keahlian dan kemahiran dalam bidang taktis dan tehnis kepolisian, bidang 
penegakan hukum termasuk penguasaan hukum positif, dan memiliki 
keahlian dalam bidang pemberian perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat. Bidang-bidang yang dikerjakan 
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berdasarkan keahlian tersebut sebagai pekerjaan yang masuk pada kategori 
profesi, dengan syarat dan kriteria tertentu.66 
  
H.1. Kode Etik Profesi POLRI 
Hakekat etika setiap profesi tercermin dari kode etiknya yang 
berupa suatu ikatan. Suatu aturan (tata), atau norma yang harus diindahkan 
(kaidah) yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasinya 
tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau 
dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi 
kadang-kadang juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya dalam 
masyarakat.67 
Dengan demikian etika profesi sebagai norma yang dirumuskan 
dalam kode etik profesi yang berisikan nilai-nilai etis ditetapkan sebagai 
sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau 
seyogyanya pemegang profesi bertindak dan berprilaku atau berbuat dalam 
menjalankan profesinya. 
Kode etik profesi Polri, merupakan pedoman perilaku dan 
sekaligus pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya memuliakan 
terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing 
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pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar 
terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.68 
Didalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan 
dibentuknya Kode Etik Profesi Polri, kemudian pada tanggal 1 Juli 2003 
dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tentang 
pengesahan berlakunya rumusan Kode Etik Profesi Polri dan Keputusan 
Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang tata cara 
sidang komisi Kode Etik Profesi Polri. Kedua keputusan Kapolri 
kemudian dicabut dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun  2006 
Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang 
secara sah mengikat dan wajib dipatuhi setiap anggota Polri dalam 
berprilaku.69  
Dengan demikian Kode Etik Profesi Polri mempunyai kekuatan 
hukum dan mengikat bagi setiap anggota Polri, sehingga apabila terjadi 
suatu pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi oleh anggota Polri, 
diselesaikan melalui sidang Komisi Kode Etik yang dibentuk oleh 
organisasi profesi kepolisian. 
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Kode Etik Polri diformulasikan yang diformulasikan dalam 
Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2006 meliputi 4 (empat) nilai moral, yakni 
pertama etika kepribadian adalah sikap moral anggota polri terhadap 
profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama, 
kedua etika kenegaraan adalah sikap moral anggota polri menjunjung 
tinggi landasan dan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
ketiga etika kelembagaan adalah sikap moral anggota polri terhadap 
institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dinjunjung tinggi 
sebagai ikatan lahir dan bathin dari semua insan Bhayangkara dengan 
segala martabat dan kehormatannya, dan keempat etika dalam hubungan 
dengan masyarakat adalah sikap moral anggota polri yang senantiasa 
memberika pelayanan terbaik kepada masyarakat.   
H.2 Sanksi Kode Etik Profesi POLRI 
  Setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan 
anggota Polri akan dilakukan sidang Kode Etik dan apabila terbukti 
bersalah akan mendapatkan sanksi dimana sanksi itu ada beberapa jenis 
sebagaimana diatur didalam pasal 21 Perkap No 14 Tahun 2011 Tentang 
Kode Etik Profesi Polri menjelaskan terdapat 7 (tujuh) jenis sanksi 
diantaranya : 
a) Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 
b) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan 
dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada 
pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; 
c) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental 
kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan 
profesi, sekurang-kurangnnya satu minggu dan paling lama 
satu bulan; 
d) Dipindahtugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat 
demosi sekurang-kurangnya satu tahun; 
e) Dipindahtugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat 
demosi sekurang-kurangnya satu tahun; 
f) Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi 
sekurang-kurangnya satu tahun; 
g) PTDH sebagai anggota Polri. 
Adapun jenis sanksi yang diatur didalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Bagi anggota yang melanggar peraturan 
disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau 
hukuman disiplin. Tindakan disiplin yang diatus didalam pasal 8 berupa 
teguran lisan dan tindakan fisik, serta yang berhak memberikan sanksi 
terbut adalah ankum dari anggota tersebut. Hukuman disiplin sesuai yang 
diatur didalam pasal 9 dapat dikenakan sanksi berupa : 
a) Teguran tertulis; 
b) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun; 
c) Penundaan kenaikan gaji berkala; 
d) Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun; 
e) Mutasi yang bersifat demosi; 
f) Pembebasan dari jabatan; 
g) Penempatan dalam tempat khusus paling lama dua puluh 
satu hari. 
Terkait dengan anggota Polri yang melakukan tindak pidana 
sebagaimana ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa 
“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan 
peradilan umum”. Serta apabila anggota Polri melakukan tindak pidana 
dengan mempergunakan wewenangnya berdasarkan pasal 52 KUHP 
menjelaskan “ Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada 
waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau 
sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat 
ditambah sepertiga”. 
Anggota polri dalam menjalankan penegakan hukum sebagai 
penyelidik atau penyidik atau penyidik pembantu yang menggunakan 
paksaan dapat dikenakan pasal 422 KUHP yang berbunyi “Seorang 
pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunkan saran paksaan, 
baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapat keterangan 
diancam dengan pidana penjara 4 (emapat) tahun”. 
 
